LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA. .. ...

Ne. 27,1955 TINDAK PIDANA EKONOMY PENGUSUTAN, PENUN-
TUTAN DAN P"RADITLAN, Und mg-wndang Darudat
No.7 tahum 1955, tentang aiengusutan penut
tutan den peradilan tindak pidana eionomi.
(Pendjelassin dalam tambaham ILembarsn Nega-
ra No,801),

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang t

8., bahwa perly diadskeon peraturan janz effektif teontansg
pengusutan, penuntutan denzon pengadilan perbuatane

* perbuatan Jjang merusikan perelkonomisny ,
b. bahwa berhubung denzon itu untuk mempermudzh penje=
lenggarsannja disn: ap perlu diasdakan kesatuan dalon
perundang-undangzon ekonomis :

Menimbangs bahwa karecna keadaan=kesdaan jang mendesak:
peraturan ini perlu segera diadekang

Mengingats: pasel-pas-l 96, 101 dem 102 Undeng-~undsng ds
gar Sementara Republik Imionesia;

Menutuspska n it

lenetapkan @

Undang-undang Darurat tentang Peng;asuta:n; Penuntutan
dan Percdilan Tindok Fidens Ekonomi.

BAB T oy
Tentang tindﬁk pildans ekomomi
Pasal 1.

Jang disebut tindok pidans ekemomi ialshs
le., p&l ran sesuatn ketentuan dalam atsu berdasarks
a. onnantie Gecunproleerde Goederen 1948 (Staats
. blad 1948 No.,l44), sebagaiman? diubah dan ditem-
b, bah den-am Staatsblad 1949 No.1603
¢ Pri ggghnlsind--ordomtio 1948 Esta;tsdlaa 194
. No, H

¢. Undang-undsnz penimbunan barang-barang 1951 (Ilem
* baran Negara tahun 1953 No.4) % Y TR Lo
+ Rijstur@unmnantie 1948 (Staatsblad 1948 No.253)
@, Undang-undang Daruret kewsdjiban penggilingan pa
* 44 (ILembaran Negara tchun 1952 No,.33); +
£, fggr%ezen Ordonmmantie 1940 (Staatsblad 1940 XNo,
- 5 L]

2e, tindak-tindak pid=ma tersebut dalam pasal pas=l 26,
. 32, dan 33 Undang-undang Darurat ini,

3e, pelangz-ran sesuvaty ketentuan dslqm atau berdasarka

undang=undang lain, sckedar undang-undang itu menje
but pelanggoran ttu sebagal tindak pidana ekonomi,



Pasal 2,

(1) Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub le
adalah ked jahatan atau pelanggaran, sekadar tindak
itu menurut ketentuan dslam undang-undang jang ber=-
sangkutan adalah kedjahatan atau pelanggaran.

Tindak-pidana ekonomi jang lainnja, jang tersebut d
lam pasal 1 sub le adalah kedjahatah, apabila tindal
itu dilakukan dengan sengadja.

Djika tindak itu tidak dilakukan dengan sengadja,mal
tindak itu adalah pelanggarahne.

(2) Tindak=-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2e
adalah kedjahatan.

(3) Tindak=-pidana ekonomi tersebut dalam pagal 1 sub 3e
adalah kedjahatan, apabila tindak itu menganduhg an
sir sengadjaj djika tindak itu tidak mengandung aha
sir sengadja, tindak~pidana itu adalah pelanggaranj
satu dengan iainnja dJjika dengan undang=undang itu
tidak ditentukan laine

Pasal 3.

Barangsiapa turut melakukan suatu tindak-pidana ekono:
jang dilakukan didalam daerah hukum Republik Indonesia,
dapat dihukum pidana § begitupula djika ia turut melakul
tindak-pidana ekonomi ttu diluar negeri

DJjika dalam Undang=-undang Darurat.ini disebut tindak-
pidana ekonoml pada wmmnja ataw suatu tindak-pldana
ekonomi pada chusushja maka didalamnja termasuk pemberi:
bantuan pada atau untuk melakukan tindak~pidana itu dan
pertjobaan untuk melakukan tindak-pidana itu, sekadar
suatu ketentuan tidak menetapkan sebaliknja.

BAB 1Il.
Tentang hukuman-pidana dan tindakan tata-tertib.
Pasal 5.

Djika dengan undang-undang tidak ditentukan lain, mak
tidak boleh dladakan lain ketentuan dalam arti hukumah-
pidana atau tata=tertib jang dapat diadakan sesuai deng
Undang-undang Darudat ini.

Pasal 6.
(1) Barangsiapa melakukan suatu tindak=~pidana ekonomi :

a. dalam hzl kedjashatan sekadar jang mengenai tinds
pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub le di-
hultum dengan hukuman pendjara selama-lamanja ens
tahun dan hukuman denda setinggi-tingginja lima
ratus ribu rupigh, atau dengan salah satu daril
hukuman-pidana itu 3

be dalam hal kedjahatan sekadar jahg mengenai tind:
pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dal
berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman pendjara
selama-lamanja dua tahun dan hukuman denda seti)
gi=tingginja seratus ribu rupiah atau dengan sa:
lah satu dari hukuman-~pidana ituj
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L.

ce dalam hal pelanggmran sekadar jang mengenal t:
pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub le ¢
hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja
tahun dan hukuman denda setinggi-tingginja se:
tus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari ]
kuman-pidana ituj

de dalam hal pelanggaran jang disebut berdasar p:
sal 1 sub 3e dihukum dengan hukuman kurungah !
lama=lamanja enam bulah dan hukuman denhda se-
tinggi=ting~inja limapuluh ribu rupiah, atam ¢
ngah salah sate dari hukuman pidana itu.

(2)Djlka harga barang, dengan rana atau mengenai maj

(3)

(1)

tindak pidana ckonomi itu dilakukan, atau jang d:
peroleh baik seluruhnjay maupun sebagiin=karena |
dak pidana ekonomi itu, lebih tinggd darl pada @
perempat bagian Rikuman denda tertinggi jang @&isi
but dalam ajat 1 sub a sampal dengan % n ¢
da itu dopat/dibewiieam setinggi-t ngginja empat
kald harga barag 1t f o7 Prn

lain dari pada itu dapst d§djatuhkan djuga hukum
tambahan tersebut dalam pasal 7 ajat X atan tind:
kan tntatertii tersebut dalam pasal 8, dengan tic
menglrangi/hal-hal jang memunghkinkannjg didjatuhs
kannja tindakan tatatertip Jjang ditentukan dalam
peraturanr lalhe /4 la...

Pasal 7.

Hukuman tambahan adalah 8

ae¢ pentjabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 ki
tab undang-undang hukum pidana untuk waktu sel
rang=kurangnja 6 bulan dan selama-lamania 6
tahun lebih lama dari hukuman kawalap atau da’
hal did jatuhkan hukuman denda sekurang=kurang)
enam bulan dan selama-lamanja enam tahung

be pPenutupan seluruhnja ataun bagian perusahea si)
hukumy, dimana tindsk pldana-ekonomi dilakauka)
untuk waktu selama-lamanja satu tahung

€e Perampasan barang-barang tak tetap Jjang berud
dan jang tak berudjuty dengan mana atau menge
maha tindakeir pidana dkonami itu dilakukan at
jang seluruhnja atau sebagian diperolehnja d
ngan tindak-pinana ekonomi ituy begitupula ha
gafbarang-barang itu jang men-gantikan barang
bnranﬁﬁitu tak perduli apakah barag-barang a
harga .Papamg itu kepunjaan siter- terhukum ata

b'ﬂkﬂn' g .&a}«w

d, perampasan barang-barang jang tak tetap jang
berudjut dan jang tak berudjut, jang termasuk
perusahaan siterhukum, dimana %indak pldana e
nomi itu dilakukan, b.gitu pula harga lawvan b
rang=harang itu Jang menggantikan barang-bara
itu tak perduli apakah barang-barang atau ha

1aw.n itu kepunjaan siterhukum atau bukan,
akan tetapi slke®m hanja sekedar barung-burang
sed jenisy/mengenai tindak piddnanja, bersangk
tan dengan barang~barang jang dapat dirampns
mehurut ketentuan/sub e diatasg
L A e’



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

E——————

e. pent jabutan seluruh atau sebagian hak-hak tert
tu atau penghapusan seluruh atau sebagian keun.
tungan tertetu, jang telah atau dapat diberika
kepada siterhukum eleh Pemerinthh berhubung de-
ngan perusahaannja, untuk waktu selama-lamanja
dua tahun ;

f. Pengumuman putusan hakim.

Perampasan barang-barang jang bukan kepunjaan site
hukum tidak didjatuhkan, sekadar hak-hak pihak ket
ga dengan itikad baik akan terganggu.

Dalam hal perampasan barang-barang, maka hakim da-
pat memerintahkan, bahwa hasilnja seluruhnja atau
sebagaian akan diberikan kepada siterhukum.

Pasal 8,

Tindakan tata-tertibd ialah :

a. senempatan perusahaan siterhukum, dimana dilak:
kan suatu tindak-pidana ekenemi dibawah pengam-
puan untuk waktu selama-lamanja tiga tahun,dal:
hal tindak-pidana ekenemi itu adalah kedjahatar
dan dalam hal tindak pidana &kenemi itu adalah
pelanggaran untuk waktu selama-lamanja dua tah

b. mewadjibkan pembajaraan uvang-djaminan seban jak-
banjaknja seratus ribu rupiah dan untuk waktu :
lama-lamanja tiga tahun dalam hal tindak-pidan:
ekenemi adalah kedjahatan; dalam hal tindak-pic
da ekenemi adalah pelanggaran maka uang djaming
itu adalah sebanjak-banjaknja lima puluh ribu
rupiah untuk waktu selama-lamanjs dua tahun ;

¢, mewadjibkan membajar sedjumlah uang sebarai per
t jabutan keuntungan menurut taksiran, Jjang dipe
eleh dari suatu tindak-pidana atau dari tindak
pidana-tindak-pidana semat jam itu, dalam hal t,
kup bukti-bukti, bahwa tindak-pidana itu dilak
kan eleh siterhukum ;

d, mewad jibkan meangerdjakan apa jang dilalaikan t:
pa hak, meniadakan apa jang dilakukan tanpa hal
dan melakukan djasa-djasa untuk memperbaiki ak:
bat-akibat satu sama lain, semua atas biaja si-
terhukum, sekadar hakim tidak menentukan lain,

Pasal 9,

Tindakan tata-tertib jang disebut dalam posal 8 4:
d jatuhkan bersama-sama dengan hukuman pidana, ket
11 dalam hal diberlakukan pasal 44 Kibat Undang-ur
dang Hukum Pidana, dengan pengertian, bahwa dalam
hal itu tidak dapat di&djatuhkan tindakan tata-tert
tersebut dalam pasal 8 sub b,

Dalam hal diberlakukan pasal 44 Kitadb Undang-unda:
Hukum Pidana maka waktu jang ditentukan untuk pene
patan dibawah pengampuan dapat diperpand jang tiap.
tiap kali dengan setahun dengan putusan hakim,

Pasal 10,
Dalam putusan hakim jang mendjatuhkan hukuman tamt
han atau tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal
8, segala hal jang istimewa dan segala akibat, sel
dar perlu, diatur menurut keperluan, termasuk pen
ngkatan seerang atau lebih pengampuan dalsm hal pe
nempatan dibawah pengampuan.

NalYowm-bhal =



é jang sama dengan

(2)

(3)

(1)

hak-hak dan kewadji-

ban-kewadjiban

(2)

- 5 -

Dalam hal didjatuhkan hukuvman tambahan sebagai dic
but dalam pasak 7 ajat 1 sub b, dapat djuga diperi
tahkan supaja siterhukum menjerahkan segala surat-
rat Jjang diberikan kepadanja eleh Pemerintah untuk
keperluan perusahaannja;

mend jual barang-barang persediaan jang ada didalan
perusahaannja dibawah pengawasan ;

dan memberikan bantuannja dalam pent jatatan barang
persediaan itu,

Hakim jang mend jatuhkan. hukuman tambahan atau tind
kan tata-tertib masih dapat mengadakan peraturan ¢
bagai termakdud diatas dalam putusan kemudian sete
menerima tuntutan dari penuntut umum atau atas per
taan sitersangka, ataupun mengadakan perubahan ats
tambahan dalam peraturan jang telah diadakan itu.
Pemeriksaan perkara itu dilakukan dalam sidang ter
tutup; putusan diut japkan dimuka umum.

Putusan itu harus memuat alasan-slasan; terhadap )
tusan itu tidak dapat dimintakan bandingan atau ks
sasi.

Menteri Kehskiman dapat mengadakan aturan-aturan ¢
lantijutnja untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan
lam pasal ini.

Pasal 11.

Sekadar hakim tidak menentukan lain, maka pengampt
diangkat berdasarkan pasal 10 atau pasal 29 Undanf
undang Darurat ini mempunjai hak-hak dan kewadjibs
kewad jiban/pengacpuatérmasuk dalam pasal 463 ,Bur-
rerlijk Wetbheek®™.

Orang lain tidak beleh melakukan suatu perbuatan
ngurusan tanpa penguasaan dari pengampu itu.

Putusan pengampuan itu eleh panitera pengadilan j:
memutus hal itu diumumkan didalam Berita-Negara ds;
didalam satu atau lebih surat-bakar jang akan dit:
djuk eleh hakim,

Pasal 12,

Dalam putusannja hakim menentukan, bahwa uang-djaming
seluruhnja atau sebagian akan mendjadi milik Pemerintal
apabila tidak dipenuhi sjarat $3hiwa sitersangka tidak s
melakukan suatu tindak-pidana ekenemi atau apabila tids
dipenuhi sjarat-sjarat chusus jang ditentukan eleh haki
Dalam hal itu pasal-pasal 148, ajat 2 dan 3, lhkc ajat 3
14d, l4e dan 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan y
sal-pasal 3,4 dan 5 ,Staatsblad 1926 Ne. 251 juncte A48€
berlaku sepadan,

(1)
(2)

(1)

Pasal 13.

Hak melaksanakan perampasan tidak lenjap karena me
ninggalnja siterhukums

Tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal 8 sub a
b lenjap karena meninggalnja siterhukum,

Pasal 14.

Pemba jaran djumlah uang jang dalam hal perampasan
taksir atas barang-barang jang tidak disita, dilak
menurut aturan-atursn mengenal pelumasan hukuman d
da dengsn sukarela, Djika pelunasan itu tidak dils
kan maka aturan-aturan mengenai pelaksanaan hukums
denda berlaku sepadan,



(2)

(1)

(3)
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Ketentuan dalam ajat 1 berlaku djuga bagi uang
djaminan, djumlah uang tersebut dalam pasal 8
sub ¢ dan biaja lain dari pada kiaja pengumuman
putusan hakim, dengan pengertian bahwa tidak di
djatuhkan hukuman badan pengganti.

Pasal 15 .

Djika suatu tindak pidana ekenemi dilakukan ele
atau atas nama suatu badan hukum, suatu perse-
rean, suatu perserikatan erang jang l=2innja ata
suatu jajasan, maka tuntutan-pidana dilakukan
dan hukuman-pidana serta tindakan tata=-tertib
didjatuhkan, bhaik terhadap badan hukum, perse-
rean, perserikatan atau jajasan itu, baik ter-
hadap mereka jang memberi perintah melakukan ti
dak-pidana ekenemi itu atau jang bertindak seba
rai pemimpin dalam merbuatan atau kelolaian itu
maupum terhadsp kedua-duanja,

Suatu tindak-pidana ekenemi dilakukan djuga ele
atau a2tas nama suatu badan hukum, suatu perse-
rezn, suatu perserikatan erang atau suatu jaja-
san, djika tindak itu dilakukan eleh erang-eran
jang, baik berdasar hubungan-kerdja mapun berda
sar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan
badan hukum, perserean, perserikatan atau jaja-
san itu, tak perduli spakah erang-erang itu ma-
sing-masing tersendiri melakukan tindakppidana
ekenemi itu atauv pada mereka bersama ada anasir
anasir tindak-pidana tersebut.

Djika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap
suatu badan hukum suatu perserean, suatu perse-
rikan erang jeng- atau Jjajssan, maka badan huku
perserean, perserikatan atau jajasan itu pada
waktu penuntutan itu diwakili elel seerang pe-
ngurus atau,djika ada lebih dari seerang penpgu-
ruz,eleh salah seerang dari merekaitu,Wakil da-
pht diwakili eleh erang lain.

Hakim dapat memerintahkan supaja seerang mpengu-
rus menghadap sendiri dipengadilan, dan dapat
pula memerintahkan supaja pengurus itu dibawa
kemuka hakim, -

(4) DJika s0atW .onueen
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(1) Djika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap

(1)

(2)

(3)

(W)

(5)

(6)

(1)

(2)

suatu badan hukum, suatu persercan/perserikatan
obang atau suatu Jajasan, ewssw maka segala pange-
gilan untuk menghadap dan segala penjerahan surat
surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala
pengurus ataun ditempat tinggal kepala pengurus it
atau ditempat pengurus bersidang atau berkantor.

Pasal 16. L onatn

Djika ada tjukup alasan untuk menduga, bahwa sese
orang Jang meninggal dunia, sebelum a%as perkaran
ada putusan jang tak dapat diubah lagi, telah mel
kukan suatu tindak pidana ekonomi maka hakim = at
tuntutan penuntut umum = den an putusch pengadila
darats

ae memutus perampasan barang-barang Jjang telgh di
ta. Dalam hal itu pasal 10 Undang-undang Darur
ini berlaku sepadan j;

b. memutusibghwa tindaskan tata tertib jang disebu
pada pasal 8 sub e dan 4 dilakukan dengan memb
ratkannja pada harta orang Jang meninggal duni
itu.

Putusan itu diumumkan oleh panitera dalam Berita=-
Negara dan didalam satu atau lebih surat kabar ja
akan ditundjuk oleh hakim,

Turunan dari putusan itu disampalkan kepada rumah
orang itu meninggal dunia. Zdimana
Setiap orang jang berkepentingan dapat memad jukan
surat keberatan kepada panitera pengadilan atas
putusan itu dalam masa tiga bulan setelah pengumu
man termaksud ajat 2.

Dalam hal » itu djaksa didengars pihak Jahg berke
pentingan itu didengar djuga, setidak-tidaknja di
panggil semestinja untuk menghadape.

tusan hakim harus memuat alasan-alasan.Terhadap
putusan itu tidak dapat dimintakasm bandingan atau
kasasis

Ketentuan tersebut dalam gjat ) pada permulaan ka
limat dan dibawoh a berlaoku djuga, djika berdasar
kan alason-alasan dapat diterimea bahwa tindak pi
dana ekonoml itu dilakukan olsch seorahg Jang tids
dikenale Putusan itu divmumkan ¢alam Berita Negax
dan didalam smbw atau lebih surat kab.r Jang akax
ditund jukk oleh haline

BAB III

Tentang tjara mengusut tindak pidana ekonomi,
Pasal 17.

Selain dari pada mereska jahng pada umumnja dibeba)
pengusutan tindak pidanay maka Jang berhak mengu
sut tindak pidahs ekonomi ialah pegawval=pegawval
Jang ditundjuk oleh Perdana Menteri setelah mend
ngan Menteri jang bersangkutahe

Sermua pegawal, jang dibabanni pengusutan tindak
pidana ekonoml, dibebani dJugs pengusutan tindaok
pidana jang disebut dalam pasal i 327dkn 33 un
dang-undang darurat et

(3) dilka mntulR ssaasse



(3)

(L)

(2)

(3)

(%)

(5)

(L

(2)

(1)

.

Djika untuk mereka Jang discbut pads ajat 1 belw
ditentukan sumpah djabatang maka sumpah 1tu gkan
ditentukan oleh Perdana Menteri.

Pasal 184

Pegawnl~pegaweil pengusut setlap waktu herwenang
mensita atau menunddhpen jerahan untuk disita se=
mua barang-barang Jjahg dapat dipergunakan matak
mendapat keterangan atsun Jang dapat dirampas ata
dimusnahkan menvrut ketentuan-ketentuan undange
ufifange

Barang-barang Jjang disebut dolan pasal 7 ajat X
sub d hanja dapat disitay djika disetudjui oleh
djddeo

Pensitaan dilakukan @

ao sekadar mencenal barang-barang $ems tok tetap
jang tak berudjut jang dildaftarkan dalam suat
daftary dengan penjershan atauw pengirimgn des=
ngah gurat tartjatﬁt seput Juk surat keterangs
gunbitaan kepada orang~gang berhak dan penjas=
inan ataupun pentjatatan dari solingn surat
keterangan itu dalam @dftaladaftar tersebuty

be sekadar mengenal tagihan-tagihan atau barangs=
barang tak tetap Jang tek berudjut Jang fidak
termasuk sub ay dengan penjershah atau penglr
man dengan surat tertjatat seputiuk surat kee

terahgan pensitaan kepada orang Jjang berhak
dan djika hak-hak ftn dapat dilaltukan terhada
orang-orang 'tertentuy djuga kepada mereka it

Djika pensit:an dihapuskang maka dJaksa berusaha
supaja dibuat surat keterangan selekas-lekasnja

mengenal penghapusan itu dan supaja/sumat itu di
lalkan Bepe~a sopadahn dengan ketentuall=ketentua.
Jang ditetapkandnlam ajJat 3 surat-surat keterang
ipchsitaane /ﬁ

Menterl Kehakimanwdengan persetudjuanh Menteri ja
bersanglkutan « $eas berhak menetapkan aturan-atu
lebih landjut mengenal tjara dan akibat-akibat
pensitaan itue

Pasal 19,

Pegawal pengusut setiap wektudapat menemntut dip
lihatkannja segala surat jang dipandang perlu uh
tuk diketshuinjas supaja mereka dapat melakukan
tugasnja SEbaik-éaiknjao

Orang Jjang karena djabatahnja atau pekerdjaannja
diwad]iblkan merghasiakan sesuateu hal dapat meno
untuk memperlihatlkan surat-surat itu atawm bagian
surat-surat itu jang termasuk Béwad jibuh rahasia
kan ituo : ™

Pasal 20,

Pegavai-pegawai pengusut pada setlap waktu berha
menasukil setiap tempat jang menurut pendapatnja
perlu dimasulki untuk mendjalankan tugasnjae DJjik
perlu pegaval-pegawal itu mosuk Kednlam tempat 3
dengan bantuan kekuasann wiume

(2) bertentanCall eccesceeee
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Bertentangah dengan kemauan penghuni mereka tidak
akan masuk kedalam sebuah rumah sclain untuk mengu
sut suatu tindak pidana ekonoml dan disertal oleh
seorahg komisaris pollsl ateu wali kotay atau atas
perintah tertulis dari djaksae

Dalam waktu dua kali 2% djam tentang pemasukah ri=
mah itw harus dibuat berita atjara Jang selandjute
nja disampaikan kepada djuksae

Dalam berita atjara itu dimuat keterangan mengenal
waktu dan maksud pemasukan itue

Pegaval-pegawal termaksud diantas berwenang memlhnta
disertai oleh orang-orang Jjang akah ditundjuk oleh
njag dalam hal itu, maka hal ini disebut dalam ber;
ta atjara tersebut,

Pasal 214

Untuk kepentingan pengusutan maka pegaval-pegawai
pengusut bervenang mengambil tjontoh (,menstersy,)
dari haraohg-ss=sRa?d

8« jang beradas dlitempat ummm, atan jJang bersda die-
suatu tempat Jjang boleh dikund jungi oleh chala=-
Jak ramaly

Pe Jang bverada ditempat jang boleh dimasukil oleh
pegaval pengusut memurut Undang-undang Darudera!
ini

¢. Jang ditawvarkan, diangkut atau jang ditawarkan
untuk diangkut, diimpor ataun diekspor 3

d. Jang diserahkan (, afgeleverd'),

Pemegang barang?2 itu wadjik memberl bantuan menuru
petund juk-tund juk pegawail pengusut dan dibawah pen
wasan pegawal itu dan, djika diminta, memberl aglati
bantuan danh pertolongan dengan tjuma=tjuma.

D jika vRewad jiban Jang tersebut dalam ajat dua tidal
diperuhi maka pegawal pengusut dapat mengadakan ap:
Jang diperlukan itu atas biaja dan risiku pemegang
barang itu.

Pasal 22,

(1) Untuk kepentingan pengusutan pegawvai-pegawai pengu

sut berwenang mepnuntut, supaja bungkusan barang?
dibuka, djiks hal itu dipandang perdu untuk memeri
barang~barang itu.

(2) Pasal 21 ajat 2 dan 3 berlaku sepadan .

Pasal 23.

(1) Pegawai-pegawal pengusut dapat memmiabtut supaja pe-

ngemudi-pengemudi kendaraan memberhentikan kendara
nja dan menjetudjui pemeriksaan tentang diturutinj
peraturan2 jang dimaksud dalam pasal 1 Undang-unda
Darurat éni. Djika dipandangnja perlu pegawal peng
sut dajag menguntut supaja kendarasnh itu dibawa ke
tu tempat tertentu dan membongkar atau menjuruh me
bongkar atau mengosongkan atau menguruh mengosongk
kendaraan itu.Djilka dianggap perlu pegawal pengust
dapat menguntut, supaja pengemudl kendaraan itu me
berl pertolongah menurut petund juk-tund juk pegawal
pengusut itu,

(2) Tuntutan supaja berhenti, mengizinkad pemeriksaan

atau memberli bantuan dapat meminta dJuga kepada o:
Jang mengangkut barang-barang itu

i N s B



(3.

(1),

(2),

1l «

Pegawai pengusut mengambil tindakamn-tindakam j ng
dipandarg perlu untuk mendjamin dipenuhi tunt
jang disebut dalam pasal imi.

Pasal 24,

Menteri Kehakimam « dengan persetudjuarn Menteri
jang bersangkutam - berhak menentukam aturam-atur
tentang tjara melsksanakan tuntutsn-tuntutaa untu
berjenti jang dimaksud dalam pas~l 23,

Menteri Kehakimam = dengan persetudjuam Menteri
Jang bersengkutan - berwenang menentukam, bahwa u
tuk kepentingam pengusut tindak pidana eﬁenomi di
adakan rintangan-rintangan didjelan-djal-m didara
atau diperairanm,

Pasal 25,

Terdqpag‘pengusutan tindak pidana ekenemi untuk selzn-
djutnja berlaku ketentusn-ketentuam tersebut dalam ,,Het
Herziene Indenesische Reglement,, ketju2li djika undsnge
undang Darurat ini menentukam lain,

Pasal 26,

Dengen sengadja tidak memenuhi tuntutan pegawail pengue
sut, berdasarkam suatu aturam dari Undang-undang Darupat
ini adelah tindsk pid-na ekenemi,

(1),

(2).

(3).

BAB IV
Tentang tindakan-tindakem tata tertid sementeo
Pasal 27,

2
Djika ada h2l-h2l jang mer=sa sangat memberatkanm
sitersengka dan kepentingan-kepsntingsn, jang die
lindungi oleh ketentumamsketentuam jang dis=ngka
telah dilanggar, memerlukan tindskan-tindekon dee
ngan segera, maka dJjaksa berwenang dalam segala
perkara dalam-segala-perkara mengenal tindak pida
ekonemi, terkekjualiftersebut dalam pas~l 6 ajat
3 selema pemeriksaan dimuka peng-~dilam belum di-
mulai untuk memerintahken kepadajtersangka sebae
gai tindaan sementara, supaja ia;

a, tidsk melakuksn perbustaneperbuaten tertentu;

¥, berusaha supaja barang-barsng tersebut dalam p
rintah itu jang dapat disita dikumpulkenm d an d
simpan ditempat Jjang ditundjuk d=lam perin®:=§
itu,

Terhadap perintah-perintah itu passl 10 2jat 1 be
laku sepadeom,

Perintsh-perintah itu jemp kekuatannja setelah 14
wat masa enam bulsmn dan tetap memnunjai kekuatam
hanja sampai saat muald. tidak dapat diubah lagi pw
tusan hakim Jjang penghabisam dalam pekara itu,
Perintah-perintah itu dopet diubah at=u dutjabut
oleh djaksa at=au eoleh pengadilam Jang memeriksa p
kara itu, sebelum pekara itu diputus oleh hskim,



/segala

(1)

(2)

(3)

Pengadilan itu dapat bertindsk demikian karema dj:

batannja atau atas permehenan siters=ngka; siter-

sangka inl senantiasa didengam, setidsk-tidaknja
S33d i?n semestinja untuk menghad=p ket juali:

a. djika pengadilan telah dengon segera memutus ur
penrubah merintsh itu sesuai dengan permehenan
sitersengka atau ment jabutnja;

¥, djika belum lampau masa dua bulan sedjak permol
nanija jang ddhulu dsn jang sama maksudnja diput:

Pengodilam mengambil putussn tentang suatau permel
nan sitercangka dalam waktu lima hari setelah per-
mehonan itu diterima dikepanitraam pengadilanm,

Pasal 28,

Djika ada hal-hal jang drasa sangat memheratkanm ¢
tersangka dam kepentingan-kepentingan, jang dilime.
dungi eleh ketentuan-ketentuam jang dissngka telal
dilanggar memerlukan tindskan-tindakam dengan sege
maka pengadilan berwenanc'ﬁalamlperkara mengenai

tindak pidana ekenemi, ket juali Jjang tersebut dalg
pasal 6 ajat 3 sebelum pemeriksaan dimuka pengodil
atas tuntutan djaksa dsn setelah siterdhprka diden:
seétidak-tideaknja, dipanggil semestinja untuk meng}
dap, untuk memerintahkan sebagai tindakan sementa=y

2, penutupan sebagian atau seluruh perusahasn site
sangka, dimana tindsak pidana ekonomi itu dissng
telsh dilakukam;

». penempatam perusahaan sitersangka, dimana tind-
pidana ekenemi itu disangka telah dilakukam di-
bawah pengampuan;

¢. pentjabutam seluruh ateu sebakiam hak-hak tepts
tu atau pent jabutam seluruh atsu sebagian keun-
tungan, Jang telah atou jemg dapat diberikan ol
pemerintah kepad- sitersengka berhubung dengan
perusahaam itu;

d. supaja sitersangka tidak melakukan perbuatan Ja
tertenth,;

e, supaja sitersangka berus~sha sup2ja barang-barar
tersebut dalam perintah itu jeng dapat disita,
dikumpulkan den disimvan ditempat jang ditund ju
dalam perintah itu.

Terhadap perintzh-perintah itu pasal 10 ajal 1 ber
laku sepadan,

Perintah-perintah itu hilang kekuatannja setelah
liwat masa enam bulan dan tetap mempun‘ai kekuatas
hanjz sompai saat tidak dapat diubah lagi utus-m
hakim jang penghabisan dlam perkara itu, Perintshe
perintah itu eleh pengadilam jang memriksa perkas:
itu dopat diperpandjang snatu ¥ali dengan waktu se-
lama-lamanja enam bulan dan dapat diéiubah atau dit jz
butnja. Peng-dilam itu dapat bertindak demikian
karena dJabatannja atas tuntutan djaksa dan, menge
nai perubahan atzu pent jabutan perintah itu, djugs
atas permohenan sitersangkaj siters-ngka ini senar
tiasa didengar setidak-tidaknja dipanggil semusti-
nja untuk menghad~p, ket juali!
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a. djika pengaiilan telah dengan segera memutus ur
tuk mengubsh perintah itu sesusi dengan permehe
siterscngka atau ment jabutnja;

b. djika belum lampau masa dua bulam sedjak perme-
henanrja jang dahulu dan jang ssma mak=udnja di
put use.

Pengadilan mengambil putusan tentang suatau permeh
nan sitersongka dalam waktu lima hari setelah per-
mohenan itu diterima dikepaniterzam. .. qencdo

Pasal 29,

(1), Selambat-lambatnja tigz hari setelsh putus~mputusa
termaksud dalam pasel 27 dan 28 dilzks-naken, site
sangka “apat mehen bandingan pad~ Bengadilam %inggi

(2). Pengatilan Tinggd mutus selekas-lekasnja tentang h
itu,
Siters=ngka didenrar, setidak-tidaknja dipanggril d
ngan semustinja untuk menghadap,

Pasal 30,

Putussn-putusan termasuk dnlam pa-a2l 27 dan 28 dnpat
segera dilaksanakan, :

Pasal 31,

Djika suatu perkara berachir dengan tidak didjatuhkan
hukuman pidana atau tindakan tata-tertib, ataupun denga
didjatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib ja
demikian rupa, sehingga tindakan tata-tertid sementara
Jang didjatuhkan dipandang terlampau berat, maka atas p
mehenan bekas-sitersangka stau ahli-warisnja pengoiilam
dapat memutus, bahwa kepadn bekasesitersangka atsu ahli
warisnjadberikan sedjumlah wang sebegal penggsntinje-ke
rugian, Djumlah weng &fu dibebenkan pads Kas Negwri,
Jang berhak mengzmbil putus n itu ialah peng~iilan Jjang
mengaiilii perkara itu dalam tingkat penghabissn,

BAB V,

Tentang perbuatan-perbuatan jang beretntangam denra
hukumanfyidana atau tindzkam tata tertid,

Pasal 32,

Barang siapa sengadja berbuat atau tidak berbuat sesu
Jang bertentangom denran suatu hukuman tambaham sebagal
tert jamtum d~lam pasal 7 ajat 1 sub a, ® stau e, denganm
suatu tindaken tata tertib seperti tertjamtum'hiam pasa
8, dengan suatau peraturan seperti termasuk dalam pasal
10, 2tau dengan suatu tindaksn tata tertib sementara, a
menghindari hukumsan tambshan, tindoksn tata tertid, per
turan, tindakan tata tertid sementars seperti tersebut
atas maka is melaks-naksn suatu-tindak pidana ekenemi,

Pasal 33,
Barang siepa sengadja, baik sendiri moupun dengon per

tarta seerong lain, menarik barian=barian kekajaam untu
dihindarkar damil tagihan-tagihan atsau pelakssznzanmn suatu



henannja jang dahulw dan jang sama maksudnja d
putus.

Pengadilan mengambil putussn tentang suatau perme
nan siterssngka dalam waktu lima hari setelah per
mohenan itu diterima dikepaniteraam. .. qenclo

FPasal 29,

(1), Selambat-lambatnja tiga hari setelzh putus-~mputus
termaksud dalam pasal 27 dan 28 dfl=ks-nakan, sit
sangka “apat mehen bandingsn pad» Pengadilanm %ingg

(2). Pengaiilan Tinggi mutus selekas-lekasnja tentong
itu,
Sitersangka didenrar, setidak-tidaknja dipangeil
ngan semustinja untuk menghadap,

Pasal 30,

Putussn-putusan termasuk dalam pa-al 27 dan 28 dopat
segera dilaksanakan, :

Pasal 31.

Djika suatu perkara berachir dengan tidak didjatuhka
hukuman pidana atau tindakan tata-tertib, ataupun deng
did jatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib
demikian rupa, sehingga tindakan tata-~tertib sementara
jang didjatuhkan dipandang terlampau berat, maka atas |
mehenan ®ekas-sitersangka atau ahli-warisnja peng~dila;
dapat memutus, bahwa kepadn bekasesiterssngka atau ahl:
warisniaiberikan sedjumlah wang sebzgal penggantinje=ke
rugian, Djumlah w-ong &fu dibebenkan pads Kas Negeri,
Jang berhek mengzmbhil putus n itu islah pengaiilan Jan,
mengraiiliy perkara itu d=lam tingkat penghabis=n,

BAB V.,

Tentang perbuatan-perbuatan jang beretntangon dens:
hukuman/ﬂidana atau tindzkam tata tertib,

Pasal 32,

Barang siapa sengadja berbuat atau tidak berbuat ses:
Jang bertentangom denran suatu hukuman tambaham sebagal
tert jamtum dalam pasasl 7 ajat 1 sub a, b 2tau e, dengai
suatu tindakan tata tertid® seperti tertjamtum -lam pas:
8, dengan suatau peraturan seperti termasuk dalam pasa
10, 2tau dengan suatu tindaksn tata tertib sementara, :
menghindari hukuman tembahan, tindakan tata tertib, pe:
turan, tindskan tata tertib sementar» seperti tersebut
atas maka iz melaks~-naksn sustu-tindsk pidana ekenemi,

Pasal 33,

Barang sispa sengadja, baik sendiri mrupun dengon per
tarba seerang lain, menarik bariasn-barian kekajaan unts
dihindarkan dami tegihen-tapgihen atau pelaksznzamn suati
hukuman, tindakan tstatertibk ateu tin akan tata tertib
sementara, jang dijatuhken berdacgr Undang-undang Darw
itu, maks ia melakukan suatu tindak pidana ekenemi,

Pasel 34,



Passl 34,

(1), Perbustan-perbunatan hukume=jang bertentangam deng=m
ketentuan dalam pa=al 32 dan 33 adalah batal.

(2), Pembat=2lsn itu tidak dapat dipergunakam sebagai law:
nan jang merugikan seerang, jang tidsk mengetnhui t«
tang adanjs hukuman, tindakan tata tertib atau tind:
kan tata tertid sementara, jang did jatuhkan, ketjua
djika padanja ada alasem Untuk dopat menduga adanja
hukuman, tindakan tata tertid atau tindakan tata te
tib sementara itu,

(3). Isteri (sumami),keluarga sedarah atan seketuarga se.
menda sampail dengan mpupu ketiga dari dom mereka jan,
bekerdja pada erang, atas siapa hukumam, tindakan t:
te tertibd atau tindakan tata tertib sementara itu d:
djatuhkan, dianggzae bahwa padr mereka ada alas~m unt
depat mendups adanja hukumam, tindakan tata tertib

at=u tindaken tata tertib sementara, ket juali djika 1
ka dapat memhuktikan sebaliknja.

BAB VI,
Tent2ng kekussgzan dam susunan pengadilan,
Paeal 35.

(1), Pads tisp-tiap Pengsiilan Negeri ditempatkan seorsn
hakim atau lebih dibantu eleh seerang paniter2 atau
lebih, dan sesrzng disksa atau lebih joang semata=-mat
diberi tugas masing-masing mengadili dam menuntu pe:
kara vidana ekenemi,

(2). Pengadilan "@dfsebut wada ajat 1 disebut, Peng-“‘ilam
ekenemi

Pagal 36,

Seorang hakim pada Peng-'ilom Ekenemi dapat dipekerd jal
pada lebih d ari s~tu Penga'ilamn Ekenemi,

Pasal 37.

Peng “7ilan Fkenemi dspat bersidang djuge diluar tempat
kedudukan Pengadilsn Negeri,

Pasal 38 °

Ketentuan d=lam pasal 36 berlaku sepadam bagi djakss d
panitera Pengadilan Ekeonemi,

Pasal 39,

(1), Djika bebearapa tindak pidana ekonemi dilakukam eleh
lebih dari satu erang, baik bersama-bersama maupum
masing-m-sing sendiri-sendiri, dan tindaketiniak pi
dena itu satu zama lair berhubungan sedewmikian rupa
sehingra diangrap perlu, bshwa tindak péde tindek
pidana itu diadili eleh snatu Pengzadilan Ekenemi mak
kekuadan Pengrdilsn itu terhadap seseorang janpg dis
but tersangka atau penrusuteserta akan mengadkibatk
bahwa Pengadilan itu djuga berkuasa meng-dili eranmg
erang laim jang mend jadi terse2ngka a’ au mengikutese
dalam perkara itu,
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(2) Djika sitersangka adalah suatu wadan hukum, suatu
perserikatan osrang atau suatu jajasan, maka jang ?
kuasa ialah Pengadilan ditempat, dimana badan hukt

perserean, parserikatan erang atau jajasan itu be
kedudukan atau mempunjai kanternja.
BAB VII,
Tentang pemeriksaan dimuka pengadilan dalam tingkat
pertama.
Pasal LO.

Sekadar Undang-~undang Darurst ini tidak menentukan
lain, maka Pengadilan Ekomemi dalam mengadili perkara
pidana ekenem! berpedeman kepada’atjara pidana jamng be
laku bagi Pengadilan Negeri.

BAB VIII,

L A

Tentang bandingan.
Pasal 4l.

(1) Pada Pengadilan Tinggi di Djakarta diadakan Penga-
dilan Tinggi dengan nama Pengadilan Tinggi Ekenem:
jong semata-mata diberi tugas mengadili perkara p:
dana ekenemi dalam tingkatan bandingan,

{2) Penradilan Tinggi Ekenemi terdiri dari seerang ket
seerang anggeta Hakim Tinggi merangkap wakil-ketu:
dan sekurang-kurangnja 2 erang anggeta Hakim Ting;
lainnja, dibantu eleh seerang panitera dan bebera
orang manitera pengganti.

Pagsal 42.

Pengadilan Tinggi Ekenemi memutus perkara dengan ti;
erang hakim, termasuk ketua dan wakil ketua.

Pasal 43.

(1) Terdadap putusan Pengadilan Ekenemi dapat dimehenl
bandingan, ket juali djika putusan terachir diberil
mengenal suatu pelanggaran ekenemi dan djika dalar
putudar penghabisan :

a. tidak didjatuhkan hukuman pidana laim atau tind
kan tata tertib ;
b. tidak didjatuhkan hukuman pidana lain atau tinc
kan tata tertib lain dari pada :
e, hukuman denda ;
2e, perampasan, pada mana ditaksir harga baran
barang jang dirampas ;
,fgﬂ emba jaran uang sebagai termaksud dalam pa:
8 gub ¢, jang tidak lebih banjak dari pada
» seribu rupiah ;
e. rembajaran uang-djaminan ;
5e. mengemballkan siterhukum kepada ibu/bapakn,
derngon tidak mend jatuhkan hukuman pidana,

(2) Diaksa dapat memehen bandingan, ket juali djika pu
san terachir didiatuhkan mengenai pelanggaran dan



(1).

(2),

e 1@ -

a. tidak did1atu}<an hukuman atau tindakam tata-t
tib

b, uidaﬁ dltuntut hukuman nidana atau tindakan ta’
tertib lain dari pada hukuman pidana atau tind
kam tata-tertib jong disebut dalam sjat 1 sub |

Pasal 4L,

Apabila pada peradilan tingkat pertama dilalaikan
t jara-t jara jang harus diindahkan pada peradilasm itu
maka kelalaian itu tidak dapat dipergunakam sebagai
dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Ekenemi,
djika kelalaian itu tidak merugiksn pihak kedjaksaasn
dalam tuatutannga atau pihak siterssngka dalam pembe.
lasnnjasy:

Pasal 45,

Sekadar Undang-undang Darurat ini tidak menentukan
lain, maka Pengadiian Tingsi Fkenemi dalam mene~dildi
perkara vidana ekonemi dalsm tingkat bandingamn ber-
pedeman kepada hukum at jara pidana dalam timgkat ban.
dingan jang berlaku bagi Pengadilam Tingei,

Pasal 4h,

Bagi Penpadilan Tinggi Bkenemi ketentusn dalam pas
37 berlaku sepadan.

BAB IX
Tentang permehenan kasesi,

_Pasal 47.
Ark
Ket juazi dalam af=t termaksud dalam pacs=)l 48, maka
terhadap utussn jang diambil mengenai suatu tindsk p:
dana ekenomi, dapat dimad jukan permintaam kasasi dol:
waktu dan menurut tjara jang ditentukam untuk perkar:
vidana biasa dsfiam Undang-undang Makamah Agung,

Pasal hso

Apabila wada perndilan dalam tingkat pertsma atau da!
tingkat bandingan dilalaikan tjara-tjara jang harus
diindahkan pada,peradilan itu, maka kelalaian itu ti.
dak ¢apat dipergunakan sebsagei dasar jang membatalkan
utussn itu. Djika kelalaian itu tiidak merugikan pihal
kedjeksaan dzlam tuntutannja, atau pihkek °iter angka
dslam pembelaannja,.

Hal jang tersebut pades ajat 1 itu dianggap ada, apa
bils kelalaian itu dilakukan dalam tingkat pertoma
dan #as kelalaian itu tidak dimadjukam keberatan, ba
dari pihak kedjaksaan maupu%{%lhak Bersanrkn.

BAB X L A%
Tentang badan-badan atau pegawai-pepawai penghubung,
Pasal 49.

Untuk kepentingsan pengusutan, penuntutan dem mpro-
dilan tindak pidena ekenemi, maka dengan pebsetudjua
Menteri Kehakiman eleh Menteri jeng bersangkutasn da=
pat diangkat, badxn-badan atau pegawai-pegawpi jang

______ Yo gk A R oL ek S T e o L e



(1).

(2).

(3).

(1).

(2).

kepada hakim, pegawai penuntut d=n pengusut baik di-
luar maupun didalam persidangon,

BAB XI.
Ketentuan peralihanr,
Pasal 500

Segala perkara jang pada saat Undang-undeng Darurat
ini mulai berlaku telah diadili d-n diputus eleh ses
atu Peng-dilan Negeri atau Peng~dilan Tinggi, diangp
diadili atau diputus eleh Pengodhlam "kenemi dan Pe-
ngadilan Tinggl Ekenemi menuerut ketentuan-ketentusn
Undang-undang Darurat ini,

Perkara-perkara jang belum diadili akan diadili eleh
Pengadilan Ekenemi menurut Undang-undang Darurat ini

Apabila ketentuan-ketentusn dalam atau berdasarkan
undang-undang lain bertentangan denrfan ketentuan-ket
tuan ds2lam undangeundang ini, maka akan berlaku kete
tuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Ketentuan penutup.

Undang-undang Daru~at ini mulai berlaku pada hari di
undangkar.,

Undang-undang Darurat ihi disebut:
Tindak-pidana Ekenemi,,.

s sUndang=undang

Agar supaja setiap orang’aapat mengetahuinja, memerinta
kan pengundangan Undang-unfang Darurat ini dengan penempa
tam dalam Lembarane-Negara Republik Indenesia,

Ditetapkan di Djakarta
pada tangeal 11 Mei 1955,

Presiden Republik Indenesia
SOEKARNO,

Perdana Menteri,
ALI SASTROAMIDJOJO,

Menteri Kehakiman
DJODY GONDOKUSUMO,

Menteri Perekenomian,
ROOSSENO,

Menteri Kesed jahteraan,
Negara,
SIRADJUDDIN ABBAS

Diundangkan
Pada tanggal 13 Mei 1955

Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO,

Menteri Keuangan,
ONG ENG DIE,

Untuk salinan jang serupa; o
Kepala Expedisi, L L



(1).

(2).

(3).

(1),

(2).

Ketentuan peraliham.
Pasal 50,

Segala perkara jang pada saat Undang-undang Darurat
ini mulai berlaku telah diadili d-n diputus eleh ses
atu Peng-dilan Negeri atau Pengodilan Tinggi, diangr
diadili atau diputus eleh Peng-dflan "kenemi dzn Pee
ngadilan Tinggi Ekenemi menuerut ketentuan-ketentusn
Undang-undang Darurat ini,

Perkara-perkara jang belum diadili akan diadili eleh
Penradilan Ekenemi menurut Un-dang-undang Darurst ini

Apabila ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkanmn
undang-undang lain bertentangsan dengan ketentusn-ket
tuan dalam undange-undang ini, maka akan berlaku kete
tuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Ketentuan penutup.

Undang-undang Daru-at ini mulai berlaku pada hari di.
undangkar,

Undang-undang Darurat ihi disebut: ,,Undang-undang
Tindak-pidana Ekenemi,,.

Agar supaja setiap eranghdapat mengetahuinja, memerint sl
kan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempa:
tamn dalam Lembaran=Negara Republik Indenesia,

Ditetrpkan di Djakarta
pada tangeal 11 Mei 1955,

Presiden Republik Indenesia
SOEKARNO,

Perdana Menteri,
ALI SASTROAMIDJOJO,

Menteri Kehakiman
DJODY GONDOKUSUMO,

Menteri Perekonoemian,
ROOSSENO,

Menteri Kesed jahteraan,
Negara,
SIRADJUDDIN ABBAS,

Diundangkan
Pada tanggal 13 Mei 1955

Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO,

Menteri Keuangan,
ONG ENG DIE,

Untuk salinanm jang serupa; s
Kepala Expedisi, = ~ —
i
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